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PEMANGGILAN 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 
PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk 
 
Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang 
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
Tahun Buku 2023 (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: 
 
Hari/Tanggal : Senin, 4 Maret 2024 
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai 
Tempat : Ballroom Menara BNI Lantai 6 

Jalan Pejompongan Raya No. 7, Bendungan Hilir, Jakarta 
 
Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut: 
 
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian 

Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta 
Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil 
(PUMK) Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan 
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas 
tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan 
Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023. 
 
Penjelasan: 
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 jo. Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, 

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
(“UUPT”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang 
telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 
2022 Tentang Cipta Kerja  Menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”), Pasal 23 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 
(“BUMN”) sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, yang mengatur bahwa 
Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta 
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham (“RUPS”).  

- Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 
tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 
BUMN (“PER-1/2023”) diatur bahwa khusus untuk Laporan Keuangan Program 
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahunan harus diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik secara terpisah dari audit Laporan Keuangan BUMN yang disusun 
sesuai standar akuntansi keuangan untuk mendapat Pengesahan RUPS/Menteri. 

- RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada 
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang 
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin 
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, 
penipuan, dan tindak pidana lainnya. 
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2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023. 

 
Penjelasan: 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, serta 
Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT mengatur bahwa Direksi wajib menyampaikan usulan 
penggunaan Laba Bersih Perseroan jika mempunyai laba positif untuk diputuskan oleh 
RUPS. Dalam Rapat, Direksi berencana menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih 
Perseroan Tahun Buku 2023 untuk Dividen dan Saldo Laba Ditahan.  

 
3. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, dan Tunjangan) Tahun 2024 

serta Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 
 
Penjelasan: 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar 
Perseroan, Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-
3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, yang mengatur bahwa 
ketentuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan 
keputusan RUPS. 
 

4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit 
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program 
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024. 
 
Penjelasan: 
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 

59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang 
Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, dan Pasal 13 ayat (1) 
Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik 
dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengatur bahwa 
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan 
jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS 
dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. 

- Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) PER-1/2023 diatur bahwa khusus untuk Laporan 
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahunan harus 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara terpisah dari audit Laporan Keuangan 
BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan untuk mendapat 
Pengesahan RUPS/Menteri.  

 
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 

 
Penjelasan: 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 19 ayat (1) UUPT, 
Perubahan Anggaran Dasar wajib ditetapkan dalam RUPS. Perseroan mengusulkan 
kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui:  
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan 

perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 
2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Menteri BUMN 
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Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi 
Signifikan BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang 
Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, dan peraturan terkait 
kegiatan usaha Perseroan lainnya. 

- Penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan 
sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut 
di atas. 

- Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk 
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara 
Kelima Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan 
kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan 
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan 
dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, 
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan 
tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan. 

 
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. 

 
Penjelasan: 
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara 
Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Nomor SR-
52/MBU/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 perihal Persetujuan Penyelenggaraan Rapat 
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk, Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, yang 
mengatur bahwa persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Perseroan 
disetujui dalam RUPS.  

 
Catatan: 
 
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena 

iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi. 
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan 

yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 6 
Februari 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB. 

3. Memperhatikan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang RUPS Perusahaan 
Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) 
XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara 
Elektronik yang disertai dengan Pemberian Suara melalui Elektronik General Meeting 
System KSEI (“eASY.KSEI”): 
a. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara 

elektronik, dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI 
melalui situs web https://akses.ksei.co.id atau melalui pemberian kuasa secara 
tertulis kepada Pihak Independen. Blanko Surat Kuasa kepada Pihak Independen 
dapat diakses melalui situs web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap 
disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Datindo 
Entrycom.  

b. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat dapat menggunakan eASY.KSEI 
untuk memberikan Kuasa dan/atau menggunakan hak suaranya sesuai dengan 

https://akses.ksei.co.id/
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mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

4. Apabila Pemegang Saham/wakil mereka yang sah bermaksud menghadiri Rapat secara 
fisik, mohon dapat mempedomani ketentuan bahwa Pemegang Saham atau kuasanya 
yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda 
pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. 
Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi dari 
Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan 
Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”) 
kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang 
Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat 
menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan 
membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. 

5. Perseroan berhak menetapkan jumlah Pemegang Saham atau penerima kuasa dari 
pemegang saham yang hadir secara fisik. 

6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web 
Perseroan dan di kantor pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 7 
Februari 2024. Salinan dokumen fisik dapat dimintakan secara tertulis oleh Pemegang 
Saham Perseroan sampai dengan tanggal 4 Maret 2024. 

7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau 
kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat pada pukul 13.00 WIB. 

 
Jakarta, 7 Februari 2024 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
Direksi Perseroan 


